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BUPATI SUMBA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMEA BARAT

NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

Menimbang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2)
huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah menegaskan bahwa Pemegang kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai
kewenangan mengambil tindakan tertentu dalam
keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan
Daerah wyang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif
Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun
Berjalan pada Tahun 2022 serta Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07 /2022
tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan
Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada
Tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian/
perubahan pada program/kegiatan, jenis belanja,
obyek belanja dan rincian obyek belanja, serta
penyesuaian terhadap Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Perangkat Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Sumba Barat
Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 ;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485]);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44210);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2019
Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 170/PMK.07 /2022 Tentang Dana Insentif
Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun
Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1173);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat
Nomor 0083];

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0087},
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11. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 35
Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Sumba Barat Tahun 2022 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022,

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 35
Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Sumba Barat Tahun 2022 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp.720.074.689.902,00
bertambah sebesar Rp.16.844.787.000,00 sehingga menjadi sebesar
Rp.736.919.476.902,00 {Twuh Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus
Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan
Ratus Dua Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
a Semula Rp.686.780.078.849,00
b Bertambah Rp. 16.844.787.000,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.703.624.865.849,00

2. Belanja Daerah

a Semula Rp.706.324.689.902,00
b Bertambah Rp. 16.844.787.000,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.723.169.476.902,00
Jumlah (Defisit) setelah perubahan (Rp. 19.544.611.053,00)

3. Pembiayaan Daerah
a Penerimaan pembiayaan
1. Semula Rp. 8.104.800.357,00
2. Bertambah Rp. 25.189.810.696,00
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 33.294.611.053,00
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b Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp. 13.750.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. - ’
Jumlah pengeluaran pembiavaan
setelah perubahan Rp. 13 00.000,00
Jumlah pembiayaan neto
setelah perubahan Rp. 19.544.611.053,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp. =
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumba Barat.

Ditetapkan di Wagkabubak
o Besember 2022
o

......
.......

Diundangkan di Waikabubak A& :
pada tanggal, 1 Desember 2022 s \‘\4

SEKRETARIS DAERAH
\\mupmzﬂ"s__u MBA BARATD

e~

RMIA NDAPA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 50
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